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The lack of help information technology (IT) (Bambang Drodjonegoro, 2014). Infrastructure 
problems, IT requirements hampered (Bambang Drodjonegoro, 2014). The cause of the low tax 
ratio in Indonesia is a range of tax services office (KPP) and the taxman (account repsentative) is 
very small (Fuad Rachmany, 2014).  Taxpayers who already use e - SPT should use e - SPT in 
the later period. 

The aim of research was conducted to analyze the results of the influence of the flexibility 
of information technology infrastructure and public services on the implementation of e-SPT. 
Sampling was done by 49 employees KPP Madya Bandung. Data collected through 
questionnaires. Data were analyzed using SEM analysis tool with the PLS approach, calculators 
using SEM-PLS 2.0 program. 

The results from this research, the influence of flexibility to information technology 
infrastructure of implementation e-SPT has effect in the amount of  20.7%. While the influence of 
public services to the implementation of e-SPT application has effect in amount of 38.5%. This 
research was indicated that flexibility of the IT infrastructure significantly effect with the 
implementation of E-SPT application and public service has significant effect with the 
implementation of E-SPT application. 
Keyword : flexibility of information technology infrastructure, public services, 
      e-SPT. 
 
I. PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan Negara 
namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara, hal ini 
disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat 
kepada administrasi pengelolaan pajak (Banyu Ageng,2011).  

Reformasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan 
kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak (WP), salah satunya dikembangkannya 
pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT) (Ita Salsalina Lingga, 
2013). 

Wajib Pajak telah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, WP wajib menggunakan aplikasi 
e-SPT yang disediakan oleh DJP dan harus menggunakan e-SPT tersebut untuk masa-masa 
selanjutnya (Rizmy Otlani Novastria,2014). 

Teknologi informasi dapat menjadi unsur utama untuk memenuhi tantangan tantangan 
lingkungan perusahaan yang cepat berubah, dan bahkan di era globalisasi penggunaan 
teknologi informasi dapat menciptakan keunggulan yang strategis (O'Brien, 1996) 

Minimnya bantuan teknologi informasi (IT), padahal IT sangat mendukung kinerja Dirjen 
Pajak (Bambang Drodjonegoro,2014). Masalah infrastruktur, keperluan IT terhambat, padahal 
untuk optimalkan pajak, dibutuh infrastruktur IT lebih besar dan lebih tajam dalam menjangkau 
wajib pajak (Bambang Drodjonegoro,2014). 



 
 

 

 

Dirjen pajak masih memiliki infrastruktur yang terbatas untuk pengembangan infrastruktur 
IT. Hambatan yang paling besar bagi pengembangan IT di Indonesia adalah masalah 
pengadaan (Iwan Djuardi,2015). 

Pelayanan publik adalah suatu bentuk jasa pelayanan pada prinsipnya menjadi tanggung 
jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah yang dapat mempermudah (Nita Rysaka, 
2014). Sistem elektronik juga diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pewajib pajak 
dalam melakukan pelaksanaan perpajakan (Nita Rysaka, 2014). Sistem elektronik perpajakan ini 
terdiri dari e-Registration, e-SPT, e-Filing dan e-Billing (Nita Rysaka, 2014). Dengan adanya 
sistem elektronik pelayanan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat menghitung dan 
melaporkan pajaknya sendiri (Nita Rysaka, 2014). 

Isu lainnya penyebab rasio pajak yang rendah di Indonesia adalah jangkauan kantor 
pelayanan pajak (KPP) dan petugas pajak (account repsentative) yang sangat kecil (Fuad 
Rachmany, 2014).   

 
IDENTIFIKASI MASALAH 
1. Dibutuh infrastruktur IT lebih besar dan lebih tajam dalam menjangkau wajib pajak. 
2. Hambatan yang paling besar bagi pengembangan IT di Indonesia adalah masalah 

pengadaan.  
3. Jangkauan kantor pelayanan pajak (KPP) dan petugas pajak (account representative) yang 

sangat kecil. 
4.  Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT menggunakan e-SPT, wajib menggunakan aplikasi 

e-SPT tersebut untuk masa-masa selanjutnya. 
 

RUMUSAN MASALAH 
Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 
1. Seberapa besar pengaruh fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi  terhadap 

implementasi aplikasi E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung.  
2. Seberapa besar  pengaruh Pelayanan publik terhadap implementasi aplikasi E-SPT pada 

Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 
 

TUJUAN PENELITIAN 
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mendapatkan hasil kajian seberapa besar pengaruh Fleksibilitas infrastruktur 
teknologi informasi terhadap  implementasi aplikasi E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Bandung. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian seberapa besar pengaruh Pelayanan publik terhadap 
implementasi aplikasi E-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung. 
 

KEGUNAAN PENELITIAN 
KEGUNAAN PRAKTIS 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan solusi dan untuk membantu 
memecahkan masalah tentang Fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi dan pelayanan publik 
yang mempengaruhi Implementasi aplikasi e-SPT. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Bandung hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada 
implementasi aplikasi E-SPT  
KEGUNAAN AKADEMIS 

Hasil penelitian sebagai pembuktian empiris dari konsep-konep yang telah dikaji 
diharapkan dapat menunjukan bahwa implementasi aplikasi e-SPT dipengaruhi oleh efektifitas 
fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi dan pelayanan publik.  



 
 

 

 

 
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 
FLEKSIBILITAS INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI 

Menurut Byrd & Turner (2000) Fleksibilitas infrastruktur TI adalah sebagai berikut : 
“Kesiagaan dan kemampuan Infrastruktur TI untuk dengan mudah menyebarkan atau 
mendukung Infrastruktur TI yang tersedia dengan berbagai variasi perangkat keras,  
perangkat lunak,  teknologi komunikasi, data,  aplikasi penting, ketrampilan, dan 
kompetensi maupun komitmen berkaitan dengan berbagai komponen teknikal-fisikal 
maupun komponen personel”. 

PELAYANAN PUBLIK 
Pengertian umum pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor: 63/M.PAN/7/2003 yang dikutip Komarudin (2014:9), definisi pelayanan 
publik adalah sebagai berikut : 
“Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 
penyelenggara segala pelayanan yang dilaksanakan oleh pelayanan publik sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-
undangan”. 
Sedangkan definisi pelayanan publik menurut Sinambela (2010:5) adalah sebagai berikut : 
“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 
penyelenggara pemerintah dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi 
publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) 
tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. 

IMPLEMENTASI APLIKASI E-SPT 
 Menurut Liberti Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah : 

“penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan 
menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat 
Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara 
elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu 
wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku”.  

 Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:132) pengertian e-SPT adalah penyampaian SPT dalam 
bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media computer. 
Menurut Fidel (2010:57) e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP 
secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. 

 
KERANGKA PEMIKIRAN 

 
 

 

 
 

 
Gambar2.1 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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HIPOTESIS 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan teori yang dikembangkan penulis 
dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. 

H1:  Fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi aplikasi 
E-SPT. 

H2: Pelayanan publik berpengaruh terhadap implementasi aplikasi E-SPT. 
 

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN 
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi, 

pelayanan publik, dan implementasi aplikasi e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Bandung.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. 

 
POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 
sebanyak 95 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 
Sampling. 
 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
HASIL PENELITIAN 
 Berdasarkan tabel di atas, diketahui pengaruh yang diberikan oleh fleksibilitas 
infrastruktur TI (X1) terhadap Implementasi aplikasi E-SPT (Y) sebesar 20,7%, sedangkan 
pelayanan publik (X2) memberikan kontribusi sebesar 38,5%, sehingga total kontribusi pengaruh 
yang diberikan fleksibilitas infrastruktur TI dan pelayanan publik sebesar 59,2%, sedangkan 
sisanya sebesar 40,8% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. 

 
Pengaruh Fleksibilitas Infrastruktur Teknologi Informasi terhadap Implementasi Aplikasi e-
SPT 

 Untuk menjawab hipotesis di atas, dapat dilihat nilai t-hitung untuk variabel fleksibilitas 
infrastruktur TI sebesar 5,462. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel yang diperoleh 
dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung 
yang diperoleh 5,462 lebih besar dari nilai t-tabel 1,9645, sehingga sesuai dengan kriteria 
pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan 
fleksibilitas infrastruktur TI berpengaruh signifikan terhadap implementasi aplikasi E-SPT.  

 
Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Implementasi Aplikasi e-SPT 

Untuk menjawab hipotesis di atas, dapat dilihat nilai t-hitung untuk variabel pelayanan 
publik sebesar 7,012. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel yang diperoleh dengan 
tingkat kesalahan α=0.1 sebesar 1,645. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang 
diperoleh 7,012 lebih besar dari nilai t-tabel 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian 
hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan pelayanan 
publik berpengaruh signifikan terhadap implementasi aplikasi E-SPT. 

 

 



 
 

 

 

 
PEMBAHASAN 

Pengaruh Fleksibilitas Infrastruktur Teknologi Informasi terhadap Implementasi Aplikasi e-
SPT 

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa dapat dilihat nilai t-hitung untuk 
variabel fleksibilitas infrastruktur TI yang disajikan pada gambar 4.2 sebesar 5,462. Nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai t-tabel yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. 
Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh 5,462 lebih besar dari nilai t-
tabel 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan fleksibilitas infrastruktur TI berpengaruh signifikan 
terhadap implementasi aplikasi e-SPT. 

Fenomena yang terjadi adalah Minimnya bantuan teknologi informasi (IT), padahal IT 
sangat mendukung kinerja Dirjen Pajak (Bambang Drodjonegoro,2014). Masalah infrastruktur, 
keperluan IT terhambat, padahal untuk optimalkan pajak, dibutuh infrastruktur IT lebih besar dan 
lebih tajam dalam menjangkau wajib pajak (Bambang Drodjonegoro,2014). Selain itu, Dirjen 
pajak masih memiliki infrastruktur yang terbatas untuk pengembangan infrastruktur IT, hambatan 
yang paling besar bagi pengembangan IT di Indonesia adalah masalah pengadaan, 
pemanfaatan IT di internal Ditjen Pajak tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan 
kondisi IT yang kian bergerak sangat dinamis, menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu 
penyebab mengapa tax rasio Indonesia berkisar 12% saja,  jika negara berkembang ingin 
menjadi maju, hal pertama yang harus di kembangkan adalah IT nya (Iwan Djuardi,2015). Untuk 
itulah, dirinya mengharapkan peraturan mengenai pengadaan IT perlu diperhatikan dan 
diperbaiki agar tidak menghambat  implementasi aplikasi-aplikasi IT yang ada, sehingga dengan 
perkembangan IT yang dinamis setidaknya memaksa ditjen pajak untuk terus selalu 
menyesuaikan diri  (Iwan Djuardi,2015).  

Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang 
menyatakan infrastruktur teknologi informasi terdiri dari fasilitas-fasilitas, jasa-jasa, dan 
manajemen yang mendukung seluruh sumber daya komputerisasi dalam suatu organisasi 
(M.Suyarto,2005:11). 

 
Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Implementasi Aplikasi e-SPT 

Berdasarkan informasi pada pengujian hipotesis bahwa dapat dilihat nilai t-hitung untuk 
variabel fleksibilitas infrastruktur TI yang disajikan pada gambar 4.2 sebesar 7,012. Nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai t-tabel yang diperoleh dengan tingkat kesalahan α=0,1 sebesar 1,645. 
Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh 7,012 lebih besar dari nilai t-
tabel 1,645, sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha 
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap 
implementasi aplikasi e-SPT. 

Fenomena yang terjadi pelayanan publik yaitu penyebab rasio pajak yang rendah di 
Indonesia adalah jangkauan kantor pelayanan pajak (KPP) dan petugas pajak (account 
repsentative) yang sangat kecil (Fuad Rachmany, 2014). Jumlah KPP lebih sedikit dibanding 
jumlah kabupaten di seluruh Indonesia sehingga ada dua kabupaten yang dilayani satu KPP, ini 
menyebabkan petugas pajak kewalahan melayani masyarakat dan dijadikan alasan oleh 
masyarakat untuk tidak membayar pajak (Fuad Rachmany, 2014). Oleh sebab itu Fuad 
Rachmany mengharapkan adanya penambahan pegawai baru untuk dapat melayani masyarakat 
serta menggarap potensi pajak. Disisi lain DJP terus menggencarkan sosialisasi pelayanan 
masyarakat dengan kemudahan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) melalui elektronik 
atau e-filling dengan harapan mampu meningkatkan jumlah wajib pajak (Fuad Rachmany, 2014). 



 
 

 

 

 Hasil penelitian juga didukung oleh landasan teori pembahasan sebelumnya yang 
menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 
warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik menurut UU 25/2009 (Hardiansyah,2011:11). 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

1) Fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi berpengaruh terhadap implementasi aplikasi e-
SPT. Artinya dengan infrastruktur teknologi informasi yang fleksibel dapat memperluas 
berbagai macam aplikasi perpajakan yang sudah diimplementasikan. Terkait masalah yang 
terjadi di dalam fenomena, minimnya bantuan teknologi informasi (IT), padahal IT sangat 
mendukung kinerja Dirjen Pajak dan Hambatan yang paling besar bagi pengembangan IT di 
Indonesia adalah masalah pengadaan. Oleh karenanya untuk memperluas implementasi 
aplikasi perpajakan maka infrastruktur teknologi informasi harus diperhatikan dan diperbaiki 
terutama pada Modularity (kemampuan untuk menambahkan infrastruktur teknologi 
informasi)nya.  

2) Pelayanan publik berpengaruh terhadap implementasi aplikasi e-SPT. Artinya dengan 
pelayanan publik yang baik dapat membantu kelancaran implementasi aplikasi pajak seperti 
contohnya dalam implementasi e-SPT. Terkait masalah yang terjadi di dalam fenomena, 
pelayanan publik yaitu penyebab rasio pajak yang rendah di Indonesia adalah jangkauan 
kantor pelayanan pajak (KPP) dan petugas pajak (account repsentative) yang sangat kecil 
dan Jumlah KPP lebih sedikit dibanding jumlah kabupaten di seluruh Indonesia sehingga 
ada dua kabupaten yang dilayani satu KPP, ini menyebabkan petugas pajak kewalahan 
melayani masyarakat dan dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak. 
Oleh karenanya untuk membantu mensosialisasikan pelayanan masyarakat dengan 
kemudahan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) melalui elektronik dengan harapan 
mampu meningkatkan jumlah wajib pajak diperlukan pelayanan publik yang baik berupa 
penambahan pegawai pajak agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terwujud dengan 
baik karena pelayanan publik dinilai penting dalam memperlancar DJP juga dalam 
mensosialisasi pelayanan masyarakat dengan kemudahan menyampaikan surat 
pemberitahuan (SPT) melalui elektronik atau e-filling dengan harapan mampu 
meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga tidak ada alasan bagi wajib pajak tidak 
melaporkan pajaknya.  
 

SARAN 
Bagi Kegunaan Praktis 

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh 
fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi dan pelayanan publik terhadap implementasi aplikasi 
e-SPT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung, maka penulis akan memberikan saran 
sebagai berikut : 
1) Pada fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi maka yang harus diberikan focus 

perhatian adalah pada indikator Modurality, dimana seharusnya infrastruktur teknologi 
informasi memiliki kemampuan untuk menambahkan infrastruktur IT untuk menunjang 
implementasi aplikasi. Untuk menghindari permasalahan seperti ini, pemerintah seharusnya 
dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki peraturan mengenai pengadaan IT untuk 
keperluan perpajakan dengan ditambahkannya lagi komponen infrastruktur teknologi 
informasi seperti penambahan variasi perangkat keras, perangkat lunak, dan semua yang 
berkaitan dengan komponen teknikal-fisikal maupun personel IT nya karena sangat 



 
 

 

 

berpengaruh terhadap implementasi aplikasi e-SPT agar  implementasi aplikasi IT yang ada 
dapat dilaksanakan dengan baik dan ditjen pajak bisa selalu menyesuaikan diri sesuai 
dengan perkembangan IT  yang dinamis.  

2) Pada pemberian pelayanan publik. Pelayanan publik yang sudah baik dipertahankan 
sedangkan untuk kekurangannya segera dicari solusi terbaiknya untuk membantu 
mensosialisasikan pelayanan masyarakat dengan kemudahan menyampaikan surat 
pemberitahuan (SPT) melalui elektronik dengan harapan mampu meningkatkan jumlah 
wajib pajak diperlukan pelayanan publik yang baik berupa penambahan pegawai pajak. 
 

Bagi Kegunaan Akademis 
Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh 
kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh fleksibilitas infrastruktur teknologi informasi 
terhadap implementasi aplikasi e-SPT dan pengaruh pelayanan publik terhadap implementasi 
aplikasi e-SPT. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu 
SEM PLS, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar 
diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun 
sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu. 
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